wrruralen Simanan |8

'LEMBARAN DAERAH |
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1! SEMARANG

NOMOR : 12 TAHUN : 1981 SERT : D NOMOR : &4

- PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT I1 SEMARANG
NOMOR 10 TAHUK 1980

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAK DAERAH ATR MINUM KABUPATEN
TINGKAT II SEMARANG

DENGAN RABKMAT TUHAN YANG MAHA ES4 -
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang: a. Bahwa pengurusan Air Minum 4i Kaby
I paten Daeranh Tingkat II Semarang -
- sebagai Unit I Air Minum Perusaha-
an Dgerah Kabupaten Dasrah Tingkat
11 Semarang tidak sesuel lagi de-
ngan perkembangsn kebutuhan pe-=

layanannya ;

b. Bahwa perlu menetapkan  pengurusan
Alr Minum dimeksud huruf a di atas
dalam bentuk Perusshaan Daerah se-
sual derngan maksud Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri tanggal 31
Juli 1973 No.Ekbang.8/3/11 dan No.
BKT 3/1/30 tanggal 30 Meret 1978
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¢. Bahwa dntuk melaksanakap maksud
tersebut huruf b di atas periu me
netapkan Peraturan Daerah Afr Mi-
nanm Kabupatan Daerah Tingkat 1I -
Semaran '

Mengingat: 1 UndangAundahg Homor S'Tahun 1974
: tentang Pokok~pokok Pemerintahan

d1 Daerah (Lembaran Negara R.I, f
Tahun 1974 Nomor 38 Tambahgn Lem-_ 1
baran Negara Nomor 3037 ) ; Tk

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 -
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propig
sl Jawa Tengah ;

3. Undang~undang Nomor 5 Tahun 1962
jo Undang-undang Nomor 6 Tahun
1969 tentang Perusabaan Daerah ;

4, Peraturan Dasrah Kabupaten Sema -
rang tanggal 7 Mei 1973 Nomor 7/
Pa/1973 tentang Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat 1I Semarang.

MEMUTUSEKAN

Henetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENDIR]
AN PERUSAHAAN DAERAH ATR MINUM KABU
PATEF DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

BAB I
EETENTGAN UMUM
Pagal 1

{1). Dalam Peraturan ini yang di-
saksud dengan : :

a. Pemerintah Daerah adalah
Bssarintah Kebupaten Daerah

9%




n Perwaiilan Rakyat ‘Dasrah
~Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
diigkat’

ja1aan Daerah
:_ﬁmymtf II

- Badan: Pengawas
- i Perusahaan Daerah Air Minum. Kabupatenf
- Daerah’ Tingkat I1 Semarang._

(Z)IPerusahaan Daarah adalah Badan Hukum yéng
‘kedudukannys sebagal Badan Hukum diperoleh
_ dengan Jalan berlakunya Peraturan Daerah

Ba B 1II -
P E N D I R I A N
Paaal -

,(1) nengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu
Paruaahaan Daerah, '

(2) unit I Alr Minum dengan Peraturan  Dderah

~dad dilembur/dialihkan.manjadi Parusahaan -

fnzrah ‘sebagal dimaksud dalam ayat (1)Pasal
ni.,

(3) Segala hak dan kewajiban, porlangkapan dan
kekayaan serta usaha dari Unit I Alr  Minum
.beralih kepada Perusahaan Daersh.

D?erah adalah Kabupaten Daerah Tingkat “;_.Tf 

--a-a-;Badan Pengawas da-""




Pasal . 3

Dengan tidak mengurangi kdtsntuan Peraturan
Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah -
‘berlalku segala ‘macam hukum Indonesia yang ti-
dak bertentangan dengan azas demokrasi ekonomi
yang merupakan ciri dari sistim ekonomi . ber-
dasarkan ‘Pancasila, ' T . o

B A B III : o
NAHA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Phsal h

(1) Perusahaan bernama Perusahaan Daerah ALY
Minum Kabupaten Daerah Tingkat- I'Semarang

. dan disingkat " P.DJAM, 9 oo o

(2) Perusahaan berkedudukan dan herkantor“Puaat
dai- Ungaran.

_ ﬁ ﬁ B IV L
TUJUAN DAN LARANGAN USAHA PERUSAHAAN
' Pagal S o

Tujuan Perusahaan Daerah ialah.turut serta - me~
laksanakan : _

1. Pembangunan Daerah_Khususnya, dan :

2. Pembangunan Ekonoml Nasional umumnya  dalam -
rangka meningkatkan kesejahteraan -dan memeng
hi kebutuhan rakyat, menuju masyarakat adil
dan makmur berdasarkan Pancasila. A

Pagarl 6

Perusahaan Daersh mengusahakan penyediaan Air
Minum yang bersih dan sehat serta memenuhi syg
rat-syarat bagi masyarakat o




3.
.. .dalam-ayats (1) dan ayat (2) Pasal ini  da-

;Neraca permulaan'Perusahaan' a":”h terdlri
. atas semua aktivaidan pasiva dari ex Unit
Alr Minum yang dilebur/dialihkan menurot

ayat (2) Pasa 2 Peraturan Daerah ini.

“Modal dasar’ Perusaha" Daarah ‘tsrdirl atas
kekayaan Daerah yang. dipiaahkan.

Modald: Perusahaan -Daerah sebagal- dimaksud =

. pat ditambah dari penylsihancsébaglsn Ang-
. garan:Keuangan. Daerah dengan Ke putusan’ De-
wan Perwakilan Rakyat Daserah, Penyertaan: -

().

).

~ Modal - Pemerintah Pusat dan pinjaman.z

Semua alat. likwide disimpan dalam Bank Pem'

' bangunan Daerah/atau Bank—bank Demerintah

lainnya.
_ B A B VI
PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS
o Pasal B

.Pérusahaan Daerah dipimpin oleh Buatu i

reksl yang terdiri seorang Direktur yang -

'”.;1dibantu sebanyak—banyaknya 3 (tiga) orsng

(2).

Wakil Direktur ;
Anggota Direksi adalah Warga Negara Indongs

sla yang diangkat dan diberhentikan = oleh

- Bupati Kepala Daerah atau usul Badan Peng—-

3.

awas ;

Direksi bertanggung Jawab kepadsa Badan Pe--
ngawas yang dlketehul oleh Bupati Kepals
Daerah ; T '
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(h).

. masa Jabatan dimaksud berakhir anggota yang

(1).

' .Kepa1a Daerah karena -

_. b. Berakhirnya masa Jabacan sebagai ang ota

(2);

(3).

(4).

" hentian itu menjadl batal dan anggota Dire

‘d. Tindakan atau sikap yang bertentangan dg

-Sebelum pemberhentian karena aldsan sebagal

Anggota Direksi: diangkat untuk jangka wakty

selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan setelah

bersangkutan dapat diangkat kembali.
" Pagal 9 :

Anggota Direksl ‘berhenti karena méhinggal
dunla. stau dapat diberhentikan oleh Bupati

a, Permintaan sendiri

" Direksi sebagal dimsksud dalam ayat L)
Pasa) 8 Peraturan -Daerah ini; : _
¢. Tindakan yang meruglkan Perusahaan 1

ngan kepentingan Daerah maupun kepanting
an Negara.

Pemberhentian karena alasan sebagai dimaksu
dalsm ayat (1) huruf c dan d Pagal inl jika
merupakan suatu pelanggaran dari’ peraturan
hukum pidana, merupakan: pemberhentian tidak
dengan kormat ;

dimaksud dalam ayat (1) huruf ¢ dan huruf d
Pasal 1nl dilakukan, maka anggota Direksi
yang bersangkutan d{beri kasempatan  untu
membela diri yang harus dilaksanakan dalar
waktu 1 (satu¥ bulan, setelah anggota Dire
sl yang bersangkutan diberitahukan : tentan
alat akan pemberhentian 1tu oleh Bupati Ke
pala Daerah ;

Selama. persoalan mengenai pemberhentian an
gota Direksi sebagal dimaksud dalam ayat(3.
" Pasal ini belum ada keputusan, maka ‘pember

51 yang bersangkutan dapat segera menjalan
kan jabatan lagi kecuali bilamana untuk ke




ns”zxdi nohal.id
' ada . yang bensangkutan,

: y gota !
" hubungan” ﬁeluarga sampai dengan d ajad
" ketiga baik menurut garis.lurus .- maupun
garis ke samping termasuk menantu ~ dan
ipar kecuali jika untuk”kepent%ygan Per- -

ADEBO
-~ pentingan- pribadi langsung“'t

.- langsung pada’ perkumpulan/Perusataan .
- in yang berusaha: dalam lapangan )an”f
"“tujuan mencari laba

(3); lnggota Direksi tidak boleh merangksp Ja
batan lain, kecuall dengan ijin kepala
- Daerah pemegang: saham/aaham prioritaa._ :

Paaal 11

©{1). Direksi ‘mewakill . Peruaahaan diluar dan -
) dd dalam Pengadilan 5 -

- (2). Direksl dapat manyerahkan kekuasain me-
0. .wakilt dalam-ayat (1) Pasal ini ' kepada
anggota Pirekel - yang khusus’ dituniuk\un—

. tuk ditunjuk untuk itu-atan kepada ' ge=-
- orang/beberapa orang pegawal Perusahaan =
. . Daerah tersebut. baik sendiri maupun ber-
-.jsama-sama atau kepada orang badan 1ain

Pasal 12

(1)J_Direksi melaksanakan: Pengurusan denPem- -
‘ binaan Perusahaan menurut kebijaksanaan

2 l_“"
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. yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas

(2).

().

(2).

(1).

(2).

(3).

sesual dengan kebijaksanaan amum. Fbmerintah
Daerah ;

Tata tertib -dan cara manjalankan Peruaaha—-
an diatur dalam Peraturan yang ditetapkan
oleh Direksi dengan Persetnjuan Badan Pen;

a'aB -

7] Pasal 13.

Direksi memerlukan persetujuan Bupat:l. Ke-
pala Daerah untuk hal-hal yang tarsebut di

. bawah ini -
a. Meminjam uang atas nama Peruaahaan dan

mengadakan perjanjian wtang. .5 oo
b. Mengikat Perusahaan sebagal peninjam 3

. ¢, Memperoleh, mengasingkan: atau membera£~

kan benda~-benda tetap (benda-benda ti-
dak bergerak ) ;

Bilamana Direktur berhalangan, maka tugas-
nya dilakukan oleh salah seorang anggota -
Direksi yang tertua dalam jabatannya,

"B AB  VII
BADAN PENGAWAS

Pagal 14,

Badan Pengawas dibentuk dan diketahui oleh
Bupati Kepala Daerah dan anggota - anggotg
nya terdiri dari unsur Pemerintah - Daerah,
Peker jaan Umum, Departemen. Kouangan/ﬁank ’
Kegehatan dan &enaga .- tenaga lain yang di

-perlukan ;

Badan Pengawas menetapk&n kebijaksanaan Pg
rusahaan secara terarah sesuai dengan ke~
bijaksanaan umum Pemerintah Daerah

Badan Pengawas. melakukan pengawasan . ter=
hadap Direksi ; o
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Birekai wa jib memherikan segala keterangan
yang diperlukan: olah.Badan Pengawas ;

. Kepada Ketua dan para anggota Badan ~ Peng
_awagal diberikan’ Jasa yang diatu: oleh Bu~
’“pati Kapala Daerah :

"B AB VIII

TANGGUNG JAHAB DAN _TUNTUTAN. GANTI RUGI
PEGAHAI :
T Pnaal 15 o

(1)..Samua Pegawai Perusahaan Daerah . .termasuk
-+ anggota Pireksl dalam kedudukannys  selaku
demiklan, ‘yang tlidak diberi tugas penyimpap

‘an uvwang, surat-surat berharga dan barang -
barang persedlaan, yang karena thqu&n me

. lawan hukum atau karena melalaikan ““tugas
dan kewajiban yang dibebankan kepada mere-

ka dengan langsung atau tldak langsung te-

lah menimbulkan kerugian bagi  Perusahaan

Daerah diwajlbkan mengganti kerugian ‘terw
sebut

(2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti
rugl terhadap Pegawal Dasrah berlaku se-~
penubnya terhadap Pegawal Perusahaan Dae-
rah ;

(3). Semua Pegawal Perusahaan Daerah yang . di-~
“bebani tugas penyimpanan pembayaran atau -
Penyerahan uang, surat-surat berharga 3.~
11k Perusahbaan Daerah barang-barang = per-
sediaan milik Perusahaan Daerah yang khu-
sug dan semata-mata digunaiksn untuk keper-
luan itu diwajibkan memberikan pertanggung
Jawaban tentang pelaksanaan tugasnya ke-
Pada Badan yang ditunjuk oleh Bupati Ke-
pala Daerah/pemegang saham/saham prioritas;

(4). Pegawal sebagal dimaksud dalam ayat{l) Pa-
sal ini tidak periu nangirimkan pertanggung
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(5).

(6).

(7).

{1).

- 10 -

jawaban mengenal cara mengurusnya kepada Ba
dan cebagal dimekeid dalam ayat (3) - Pasal .

ini apabila tuntutan terhadep Pegawal ter- -

sebut dilakukan menurut ketentuan yang dl-
tetapkan bagl Pegawal Bendaharawan Daérah ;

Semua surat bukti dap sﬁrat lainnya bagaima
napun juga slfatnya yang termasuk bilangan

tata buku dan administrasl Perusahaan Dae~

rah disimpan ditempat Perusahaan atau di-
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati  Ke-
pala Daerah/pemegang saham/ssham prioritas
kecuali jJika untuk sementara dipindahkan ke
Badan sebagal dimaksud dalam ayat (3).Pasal
ini dalam hal dlanggapnya perliu untuk ke-
pentingan sesuatu pemeriksaan ; - :
Untuk keperluan pemeriksaan bertalian de-

ngan penetapan pajak dan kontrole  akuntan
pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya

' sebagal dimaksud dalam ayat (5) Pasal inl

untuk sementara dapat dipindahkan ke Kantor .
Akuntan Negara ;- '

Dingan Peraturan Daerah dapat ditetapkan pg
nyimpangan darl ketentuan mengenal tata ca-
ra tuntutan ganti rugl yang berlaku bagl Pg
gawal Daerah dan Pegawal sebagal dimaksud -
dalam ayat (3) Pasal ini yang disesuaikan
struktur/organisasl Perusahaan. . R

BAB 1IX
Pasal 16
Tahun buku Perusahaan adalah tahuﬁ_takwin.
o BAB X '
ANGGARAN PERUSAHAAN
' Pasal 17
Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulén '-sébelum
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(3).

-]l -

':tahun.bukﬁ-baru-mplainerlaku.maka, . okeh
- Direksi dikirimkan Anggaran Perusahaan un
-tuk- ‘dimintakan persetujuan dari Badsn Pe-

ngawas ;-

Kecuali apabila Badan Pengawas mengemuka-

kan keberatan menoclak proyek yang dimuat

dl dalam Anggaran Perusahaan itu sebelum

menginjak tahun buku baru, maka anggaran
tersebut berlaku sepenuhnya ;

Anggaran tamhahap'ataﬁ;peruhghan ﬂhggafan
yang terjadl dalam tahun buku yang  ber-
sangkutan hsrus mendapat persetujuan  le-

bih dahulu dari Badan Pengawas.

B AB- XI

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA

DAN KEGIATAN PERUSAHAAN
"Pasal 18,

Laporan perhitungan hasil usaba berksla dan.kg
glatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi ke-

pada
Jika

).

(2).

(3).

Badan Pengawas setiap 3 (tiga) tulan dan
perlu untuk jangka wakiu yang tertentu.’
BAB XII
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 19.

Untuk tiap tahun buku oleh Direksi di~
kirim perhitungan tahunan laba rugi ke-
pada Badan Pengawas selambat-lambat 3 (tj -
ga) bulan sesudah tahun buku..

Cara penilaian pos dan perhitungan tahun-
an harus disebutkan., ' o

Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah
waktu sebagal dimaksud dalam ayat(1)Pasal
ini oleh Badan Pengawas tidak 'diajukan ke
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(4).

(1).

(2).

...'12-

beratan tertulls maka perhitungan- tahunan
1tu dianggap telah disahkan._"-n

Perhitungan tahunan sebagai dlmakaud dalam
ayat (1) Pasal inl disabkan oleh Badan. Pe-
ngawas dan pengesahan dimaksud memberi ke-
bebasan kepada Direksi terhadap segala Ba-
suatu termuat dalam perhitungan -+~ tahunan
teraebut. S

_ B A B XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA
: PEMBERIAN JASA PRODUKSI '

Pasal 20

Cadangan dlanm dan/atau rahasia tidak boleh=
diadakan.

Penggunaan laba bersih setelah terlebih da

~ hulu dikurangi dengan.Penyusutan, cadangan

(33,

(n).

tujuan dan pengurangan lain yang wajar dg
lam Perusahaan, ditetapkan sebagal ber-
ikut

@ Untuk dana Pembangunan Daerah 30% (tiga

puluk perseratus).

(:) Untuk Anggaran Belanja Daerah 25% ( dua
puluh lima perseratus ).

¢. Untuk cadangan umum dan lain-lain  20%
(dua puluh perseratus). -
Sosial dan Pendidikan 5% (lima persera-
tus) ; Jasa produksi 10% (sepuluh per-
geratus); Dana Pensiun dan sokongan 10%.
{sepuluh perseratus). :

Penggunaan laba untuk cadangan umum’ bilamg
na telah tercapal tujuannya dapat dialih -
kan kepada penggunaan lain dengan keputus-
an Pewerintah Daerah,

Cara mengurus dan penggunaan dana pényusu&
an dan cadangan tujuan sebagsl .dimaksnd
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(2).

- 13 -
dalam ayat (2) Pasal ini ditentukan oleh Bg

- dan Pengawas. .

B AB XIV

KEPEGAWAIAN
~ Pagal 21 .

‘Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sockongan

serta penghasilan lain dari Direksi dan Pe-
gawal/Pekerja Perusahaan, dlatur dengan Per
aturan Daerah yang berlakunya setelah ' men-
dapat pengesahan Instansl atasan dengan mem
perhatikan ketentuan pokok kepegawalan per-

~aturan gajl Daerah yang berlaka.
Direksi mengangkat dan memberhertikan - pe-

gawai/pekerja'Perusahaan'Daerah'mgngrutgper

aturan Kepegawaian dengan persetujuah Baden
Pengawas berdasarkan Peraturan Pokok Kepegga

- walan Perusahaan Daerah sebagai dimaka#ﬂ.daa

‘lam ayat (1) Pasal ini.

(1).

(2).

BAB XV
PENGAWASAN
Pagsal 22

Dengan tidak mengurangi hak Instansli atasan
dan Badan lain yang menurut Persturan Per-
undangan yang berlaku, berwenang mengadakan
penyellidikan dan pemeriksaan tertang segala
sesuatu mengenal pekerjaan pengurusan rumsh
tangga Daerah, oleh Bupati Kepala Daerah di
tunjuk Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang untuk melaksanakan  penp,
awasan atas pengurus dan pembinzan Perusahp
an serta pertanggung Jjawabannya.

Hasil kontrole disampaikan kepada Pemerin -
tah Daerah. -

Jawatan. Akuntan Negara berwenang me Lakukan

.fOS
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kontrole atas pehgurusan Perusahaan Daerah o
serta pertanggung jawabannya, '

BAB XVI
PEMBUBARGAN

(1). Pembubaran Perusahaan Daerah dan penun juk-
' an Panitya'Likwidasi ditetapkan dengan Per

aturan Daerah ;

(2). Semua kekayaan Perusahasn Daerah setelsh -
diadakan likwidasi dibagi menurut perimba-
hgan nilal nominal saham ; . =~ = =

(3). Pertanggung jawaban likwidasi dilakukan ke
pada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang - ;
saham yang memberikan pembebasan tanggung-
Jawab tentang pekerjaan yang telah disele-~ ‘
salkannya ; '

(4). Dalam likwidasi, Daerah dan/atau pemegang 3
: saham bertanggung Jawab atas kerugian yang 1
. diderita oleh pihak ketiga apabila kerugi- . °
an itu disebabkan oleh karena neraca  dan
perhitungan laba rugli yang telah disahkan
tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Dg-
rah yang sebenarnya, :

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pagal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Dae-
rah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepa-
la Deerah sepanjang mengenai pelaksanaannya,

BAB XVIII
-KETENTUAN PENUTUP
Pagal 25
'(1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka
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- segala ketentuan yang berientangan dengan
" Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak ber-
laku lagi ;

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ha
S rd pengundangannya.

- Ungaran, 11 Desember 1980~

DEWAN. PERWAKILAN KAKYAT  BUPATI KEPALA DALRAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH  TINGKAT II SKMARANG
TINGKAT II SEMARANG -
ttd _ L ttd

(SIPAR HARDJOSOEMARTO) (Ir.SOSHONO MRTOSISWOJO)

Digyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur -
Kepaia Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Tanggal 24
April 1981 - Nomor 1883/131/1981.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Dasrah Tingkat 11 Semarang Nomor 12 tanggal 29
Meli 1981 Serl D Nomor 4.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah,
ttad.

Drs. BAMBANG SRINIDIYORO
NIP, 0L0026744.
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PENJELASAN
AT A4S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT = II
o . SEMARANG _

NOMOR 10 TAHUN 1980
TENTANG _

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
o '~ DAERAH TINGKAT II SEMARANG '

1. Penjelasan Umum.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II  Sema-
rang sebelum Peraturan Darah ini. dibentuk te-
lah mempunyal suatu badan yang mengelola - dan
menangani masalah penyedlaan dan pengaturan -
air minum, yaitu Unit I Atr Minum Perusahaan -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Semaran
yang merupakan salah satu Unit dari 5 ( lima

- Unit Perusahaan Daerah Kabupaten Dasrah Ting-
kat 11 Semarang yang disingkat PERDAKAS, Pem -
bentukan PERDAKAS dimakeud, dimana Unit I Air
Minum termasuk di dalamnya dilakukan berdagar-
kan Peraturan Daerah Kebupaten Semarang tang-
gal 19 Meil 1973 Nomor 7/Pd/73% tentang Perusaha
an Daergh, diundangkan pada tanggal 27 Pebrua-
ri 197h-dimuat dalann Lembaran Daerah Kabupaten
Tingkat II1 Semarang Seri D Nomor 2.
Selanjutnys dengan dikeluarkannya Surat Edaran
Menterl Dalam Negeri tanggal 31 Juli 1973 No-.
mor Ekbang 8/3/11 dan Surat tanggal 11 Juli
1974 Nomor Ekbang 8/2/43 serta svrat tanggal
30 Maret 1978 Nomor BKT 3/1/30, perihal  Per-
usahpan Air Minum Daerah, yang memberikan ke-
wenangan kepada Daerah untuk membentuk suatu
Perusahaan Daerah Alr Minum yang berbadan hu-

- kum gesual dengan ketentuan-ketentuan yang ada,
maka untulk memberikan pelayanan yang memadal -
kepada masyarskat terhadap penmyediaan air minum
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serta kebutuhan operaaional dalam rangka. pg
ningkatan produksi dan distribusi,perlu me-
ngalibhkan Unit I Air Minum Perusahaan. Dae~
rah Kabupaten Daerah Tingkat II- ‘Semarang 4%
- maksud untuk menjadi suatu Perusahaan Dae-
. rah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat. .II
Semarang yang berdiri sendiri dan - berbadan
hukum,
Pelaksanaan pembentukan Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Sama=~
rang dimaksud yang berdasarkan Undang .- un-
dang Nomor 5 Tahun 1962 ditetapka den :

. suatu Peraturan Daerah. :
11, PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
_ Pasal 1

Cukup jelas. o
Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten D é—V
rah Tingkat II Semarang semula adalah salah
gatu Unit dari PERDAKAS. :

Pasal=318/d,6
Cukup jelas." :
Pasal 7

(1) Yang dimaksud dengan ‘Neraca permulaanrq
adalah Neraca Unit I-Afp Minua PERDAKAS'

{2) Modal Dasar Perusahaan dipisahkan dari
Anggaran Keuangan Daerah el

(3) Cukup jelas ;
(u)-Cukup\Jelas ;- 

Penglsian Wakil Direktur sepenuhnya diseran
kan kepada Bupati Kepala Daerah dengan meng
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ingat’ perkembangan’ dan kebutuhan.
jCﬁkup_jelas; - f ffi:':f

. Pasal 14 _ .
Anggota-anggota diambilkan dari ssorang -
‘atau lebih Pejabat Pemerintah Daerah (Staf
- Bupati Kepnla Daerah), seorang dari Pe~
“kerjaan Umum, Keuangan/Bank Indonesia/Banlk
Rakyat Indonesla dan Kesehatan di Daerah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang = de-

ngan mengingat Perusahaan, maksimum 7 (tu--

Juh) orang.

Pagal 1S5 s/d 20
Cukup jelas. o
Pasal 21

Untuk menenvukan kedudukan hukum pepgawai ,
g2}l pensiun darl Direksi dan Pegawai/le -
kerja Perusahaan, diatur dengan Peraturan
Daerah tersendiri, yang disesuaikan dengan
kemampuan Perusahaan dan berpedoman  kepada
ketentuan Undang-undang atau Peraturan Ke-
pegawalan yang ada seperti PGPS 1968 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967
tentang Peraturan Gajl Pegawal Perusahaan
Negara,

Pasal 22
Cukup jelas. '
Pagal 2%

(2) Dimaksudkan bilamana ada saham  pibak
lain maka kekaysan setelah dilikwidasi
dibagl antara Pemerintah Daerah dengan
pemegang saham lalnnya menurut per-

- bandingan nilai nominal saham-saham,
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